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2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman

Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan

Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 1842);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun

2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 01 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum  Provinsi dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 22 Tahun 2008;

Memerhatikan: Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015

perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015-2019

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM.





LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015-2019
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015-2019
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA KETERANGAN

1. Meningkatnya penyelenggaraan
Pemilihan Umum/Pemilihan
yang demokratis.

Persentase Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia/Komisi Pemilihan
Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan
Pemilihan Umum/Pemilihan sesuai
dengan jadwal dan ketentuan yang
berlaku.

Jumlah Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia/Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan
Pemilihan Umum/Pemilihan sesuai
dengan tahapan dan jadwal dibandingkan
dengan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia/Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan
Pemilihan Umum/Pemilihan.

Persentase partisipasi pemilih dalam
Pemilihan Umum/Pemilihan.

Persentase rata-rata pengguna hak pilih
dengan jumlah pemilih dalam
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pemungutan suara Pemilihan
Umum/Pemilihan.

Persentase partisipasi pemilih perempuan
dalam Pemilihan Umum/Pemilihan.

Persentase rata-rata pengguna hak pilih
perempuan dengan jumlah pemilih
perempuan dalam Pemilihan
Umum/Pemilihan.

Persentase partisipasi pemilih disabilitas
dalam Pemilihan Umum/Pemilihan.

Persentase rata-rata pengguna hak pilih
disabilitas dengan jumlah pemilih
disabilitas dalam pemungutan suara
Pemilihan Umum/Pemilihan.

Persentase pemilih yang berhak memilih
tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih.

Membandingkan antara Daftar Pemilih
Tetap Tambahan dengan Daftar Pemilih
Tetap yang telah ditetapkan di masing-
masing Komisi Pemilihan Umum Provinsi
dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota yang melaksanakan
pemungutan suara Pemilihan
Umum/Pemilihan.

2. Terlaksananya Pemilihan
Umum/Pemilihan yang Aman,
Damai, Jujur, dan Adil

Persentase Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
yang melaksanakan Pemilihan
Umum/Pemilihan tanpa konflik.

Persentase dari Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan Pemilihan
Umum/Pemilihan tanpa terjadi




